SALINAN

ey,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 1/PW.01/6471/2022 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 911
Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Jabatan Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
sehingga terdapat pergantian Sekretaris di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

AtHS ..



Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 108);

8. Peraturan . . .



10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 671);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan . . .



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
11. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan Nomor: 69/PW.01-BA/6471/2022
tentang Rapat Pleno Perubahan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

=, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

945/PW.01/11/2011, tanggal 13 Oktober 2021,
Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN NOMOR 1/PW.01/6471/2022 TENTANG
PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2022.

Menetapkan personil Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

sebagaimana . . .



sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Balikpapan, PPK, PPS dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian
Gratifikasi KPU Provinsi Kalimantan Timur dan/atau
Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal
pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Balikpapan, PPK, PPS dan
KPPS;

c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan
gratifikasi;

e. menyimpan, menginventarisasi, dan
mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan
gratifikasi;

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan
barang yang mudah rusak atau busuk;

g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari
jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada Unit
Pengendalian Gratfikasi KPU dengan tembusan
kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi
Kalimantan Timur setiap kali menerima pelaporan
penerimaan gratifikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau
penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Kota Bontang,
PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kota
Balikpapan, PPK, PPS dan KPPS;

i. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit

Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA . ..



KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 12 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

Ke Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
1/PW.01/6471/2022 TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

JABATAN DALAM
NO. NAMA JABATAN :
SATUAN TUGAS
: P Noor Thoha, S.Pd., S.H. Ketua
5 Mega Fariany Ferry, S.Kom. Divisi Teknis
: Penyelenggaraan
: Divisi Hukum dan
. Syahrul Karim, S.ST., M.Sc
Pengawasan
Pengarah
Divisi Perencanaan, Data
4. | Yan Fauzi Wardana, S.Psi. 5
dan Informasi
Sosialisasi, Pendidikan
5. Ridwansyah Heman, M.M. Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan SDM
6. Susan Charly Rumate, S.H Sekretaris Ketua
Kasubbag Teknis,
Penyelenggaraan Pemilu,
7. | RR. Suprasmi R, S.E o Anggota
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Kasubbag Keuangan,
8. | Ikhsanur, S.Sos L Anggota
Umum dan Logisitik
Kasubbag Hukum dan
9. | Sri Handayani, S.sos 4 Anggota
Sumber Daya Manusia




Data dan Informasi

JABATAN DALAM
NO. NAMA JABATAN
SATUAN TUGAS
: TR Kasubbag Perencanaan,
10. | Sueliyanti Ningsih, A.Md. Anggota

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 12 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

NOOR THOHA




